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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah khususnya 

pihak Kementerian kesehatan dalam menindak lanjuti kasus 

peredaran vaksin palsu yaitu: melaksanakan edukasi kepada 

masyarakat mengenai pentingnya imunisasi yang ditunjukan untuk 

mencegah penyakit menular bagi anak/balita, memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai vaksin dan rumah sakit yang 

menggunakan vaksin palsu lalu menginformasikan kepada 

masyarakat, Melaksanakan imunisasi ulang terhadap bayi/balita/anak 

yang terkonfirmasi pernah mendapatkan imunisasi dengan vaksin 

palsu di fasilitas pelayanan kesehatan.  

2. Masyarakat yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum 

agar haknya sebagai konsumen tidak hilang, Gugatan perdata tentu 

dapat ditempuh atas dasar perbuatan melawan hukum kepada pihak 

rumah sakit, yang dipandang ikut bertanggung jawab melalui 

peradilan umum atau badan penyelesaian sengketa konsumen. 
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B. Saran 

Sebagai Negara hukum pemerintah harus melindungi dan memberikan 

rasa aman kepada masyarakat termasuk diantaranya terhadap korban 

dari vaksin palsu, dimana hal tersebut merupakan domain dari tujuan 

perlindungan konsumen. contoh kasus yang penulis teliti yaitu kasus anak 

yang meninggal dan fasilitas kesehatan yang menggunakan vaksin palsu 

hingga saat ini tidak ada konpensasi atau ganti rugi kepada korban dari 

pihak pelaku usaha dalam hal ini oknum rumah sakit swasta. Ini lah yang 

menjadi permasalahan dimana ketika suatu aturan hukum nya telah ada 

tetapi tidak di imbangi oleh profesionalisme dari pemerintah dalam kasus 

ini kementrian kesehatan dan Bpom  menjatuhkan sanksi administratif 

berupa pencabutan izin kepada fasilitas kesehatan yang sengaja memakai 

vaksin palsu dan memberikan ganti rugi kepada korban yang pernah 

terindikasi mendapatkan vaksin palsu 
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